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ABSTRAK 

 

 

Ahmad Muzakkir Rabi. 2025. Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 

Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah. Dr. Mahyuni, 

S.Sos, M.AP. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah di 

wilayah Kabupaten Tapin dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Online 

Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Tapin. 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah secara kualitatif dengan tipe 

penelitian secara deskriptif. Adapun instrumen penelitian terdiri dari dokumen 

pendaftaran dan pengawasan alat perekam transaksi, kamera, dan pedoman 

wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Kabupaten 

Tapin pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Teori 

analisa dalam penelitian ini menggunakan teori model penerapan kebijakan publik 

George Edward III dan teori penyusunan kebijakan kebijakan publik dari William 

N. Dunn. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teori penyusunan kebijakan 

kebijakan publik dari William N. Dunn telah diterapkan dalam proses penyusunan 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Online 

Pajak Daerah yang terdiri dari beberapa tahapan : (1) Agenda setting atau 

penyusunan agenda, Penentuan substansi peraturan bupati telah berpedoman 

kepada peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2018. (2) Formulasi kebijakan, penyusunan 

peraturan bupati tentang sistem online pajak daerah telah dibahas dengan 

stakeholder terkait seperti dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tapin maupun bersama pihak Bank Kalimantan Selatan. (3) Penerapan kebijakan, 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin bekerja sama dengan pihak Bank 

Kalimantan Selatan untuk biaya yang ditimbulkan dari penerapan sistem online 

pajak daerah dibebankan kepada pihak Bank Kalimantan Selatan. (4) Evaluasi 

kebijakan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin melakukan evaluasi secara 

berkala dengan pihak vendor tentang permasalahan atau hambatan yang dikeluhkan 

oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini teori model penerapan kebijakan publik 

George Edward III dapat memberikan kerangka berpikir sebagai landasan untuk 

merumuskan masalah penelitian yang terdiri dari beberapa aspek seperti : (1) Pada 

aspek komunikasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin telah melaksanakan 

sosialisasi secara langsung dan memberikan materi tertulis serta sosialisasi secara 

tidak melalui media cetak atau penempatan roll-banner. (2) Pada aspek sumber 

daya dan disposisi atau attitude, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin telah 



 

 
 

memperhatikan kecukupan jumlah sumber daya manusia dan turut serta 

meningkatkan komitmen para pegawai. (3) Pada aspek struktur birokrasi, Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin telah menyusun SOP pengawasan 

penggunaan alat perekam transaksi. (4) Terdapat dua puluh sembilan wajib pajak 

yang ditetapkan menggunakan alat perekam transaksi dengan hasil penelitian lima 

belas wajib pajak yang menggunakan alat perekam transaksi, empat wajib pajak 

tutup usaha secara permanen, dan sepuluh wajib pajak yang tidak menggunakan 

alat perekam transaksi. (5) Faktor penghambat dalam penerapan sistem online pajak 

daerah di wilayah Kabupaten Tapin terdiri dari spesifikasi alat perekam transaksi 

yang masih rendah dan pemasangan alat perekam transaksi yang tidak merata. 

Adapun saran dari hasil penelitian bahwa : (1) melaksanakan pendataan ulang calon 

wajib pajak untuk ditetapkan sebagai wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan 

dan/atau minuman dan jasa perhotelan. (2) mewajibkan bagi wajib pajak barang 

dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan yang telah 

ditetapkan untuk menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan alat 

perekam transaksi pada akses pembayaran atau kasir. (3) meningkatkan spesifikasi 

alat perekam transaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Ahmad Muzakkir Rabi. 2025. Implementation of Tapin Regent Regulation 

Number 15 of 2021 on the Application of the Online Regional Tax System. 

Supervisor : Dr. Mahyuni, S.Sos.,M.AP. 

 

This study aims to examine the implementation of Tapin Regent Regulation 

Number 15 of 2021 concserning the application of the online regional tax system 

in Tapin Regency and to identify the inhibiting factors affecting its implementation.  

A qualitative research approach with a descriptive design was employed. 

Research instruments included documents related to the registration and monitoring 

of transaction recording devices, a camera, and interview guidelines. Data were 

collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis 

techniques involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

The study was conducted at the Regional Revenue Agency of Tapin Regency 

Government. The theoretical framework applied in this research was George 

Edward III’s public policy implementation model. 

The results indicate that : (1) In the communication aspect, the Regional 

Revenue Agency of Tapin Regency conducted direct socialization activities, 

distributed written materials, and utilized indirect media such as printed materials 

and roll-up banners. (2) In the resources and disposition (attitude) aspects, the 

agency ensured sufficient human resources and strengthened employee 

commitment. (3) In the bureaucratic structure aspect, the agency formulated 

Standard Operating Procedures (SOP) for monitoring the use of transaction 

recording devices. (4) A total of twenty-nine taxpayers were designated to use 

transaction recording devices; the study found that fifteen taxpayers actively used 

the devices, four taxpayers had permanently closed their businesses, and ten 

taxpayers did not use the devices. (5) The inhibiting factors in implementing the 

online regional tax system in Tapin Regency included the low specifications of the 

transaction recording devices and their uneven installation. The suggestions 

resulting from the research are as follows: (1) Conduct a re-registration of 

prospective taxpayers to be designated as taxpayers for certain goods and services 

related to food and/or beverages and hospitality services. (2) Require designated 

taxpayers of certain goods and services related to food and/or beverages and 

hospitality services to accept the placement, attachment, and/or installation of 

transaction recording devices at payment access points or cash registers. (3) 

Improve the specifications of the transaction recording devices. 

 

Keywords : policy implementation, online regional tax system, transaction 

recording device, public policy, Tapin Regency. 
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